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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan 

lembar/ dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi 

kedudukannya kepada pimpinan instansi yang berada dibawahnya untuk dapat 

melaksanakan program/ kegiatan yang telah ditentukan bersamaan dengan indikator 

kinerja. 

  Perjanjian Kinerja merupakan lembar kesepakatan antara atasan dan bawahan 

yang berisi penugasan dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Bagi BKD 

Provinsi Sumatera Selatan, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan komitmen nyata 

dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, dan transparan. 

  Penyusunan Perjanjian Kinerja BKD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana 

Strategis (Renstra) BKD Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 

2025. Fokus utama tahun ini adalah percepatan Digitalisasi Manajemen ASN dan 

penguatan Indeks Sistem Merit. 

  Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah provinsi Sumatera Selatan 

sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

terbagi menjadi dua periode, yaitu Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan  Periode 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, namun kedua Perjanjian 

Kinerja Badan Kepegawaian Daerah provinsi Sumatera Selatan semuanya sama. 

       Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV ini telah melaksanakan 

Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sumatera Selatan untuk mewujudkan target kinerja 

yang telah disepakati seperti tabel dibawah ini. 
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Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Target 
2025 

Realisasi 
per Des 

Capaian 

1 Meningkatkan 
Profesionalitas 
ASN Pemprov. 
Sumsel 

Nilai IP ASN Nilai 81 84,13 103.86 

Nilai NSPK Nilai 90 88,55 98,38 

2 Meningkatnya Tata 
Kelola ASN 

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi 
dan Menengah (PNS tidak 
termasuk guru dan tenaga 
kesehatan) 

% 100 692,06 692.06 

Rasio Pegawai Fungsional (PNS 
tidak termasuk guru dan tenaga 
kesehatan) 

% 12 16,61 138.42 

Rasio Pejabat Fungsional 
bersertifikat Kompetensi (PNS 
tidak termasuk guru dan tenaga 
kesehatan) 

% 80 81,25 102.06 

3 Meningkatkan 
Tingkat Kepuasan 
ASN yang 
melakukan 
layanan 
Kepegawaian pada 
BKD Prov. Sumsel 

Persentase Hasil Survei 
Kepuasan Masyarakat terhadap 
Pelayanan Kepegawaian 

% 90 90,36 100.4 

 

B. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025  

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan 

Anggaran yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Sumatera Selatan 

sebesar Rp 20.016.944.846,- (Dua puluh milyar enam belas juta sembilan ratus empat 

puluh empat ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai 

berikut: 

Total Belanja : Rp. 20.016.944.846,- 

1. Belanja Operasi : Rp. 20.016.944.846,- 

a. Belanja Pegawai : Rp. 14.432.591.000,- 

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. 6.159.673.000,- 

                                    -    Belanja Pegawai Lainnya        :               Rp.8.272.918.000,- 

b. Belanja Barang/ Jasa : Rp. 5.584.353.846,- 

2. Belanja Modal                                               :                     Rp.             0,- 

 

Anggaran Belanja tersebut terdiri atas 2 Program, 11 Kegiatan dan 35 
Subkegiatan, sebagai berikut: 

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan: 

✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 
subkegiatan: 

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
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- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan: 

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan subkegiatan: 

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan: 

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

- Fasilitasi Kunjungan Tamu 

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
dengan subkegiatan: 

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

- Pengadaan Mebel 

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 
subkegiatan: 

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

- Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah dengan subkegiatan: 

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
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b) Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan: 

✓ Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan 
subkegiatan: 

- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 

- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 

- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 

✓ Mutasi dan Promosi ASN dengan subkegiatan: 

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 

- Pengelolaan Promosi ASN 

✓ Pengembangan Kompetensi ASN dengan subkegiatan: 

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 

- Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 

✓ Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan subkegiatan: 

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 

- Pembinaan Disiplin ASN 
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